PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI
(SPPG) “X” TERHADAP PEMERINTAH ATAS PELANGGARAN TATA
KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRATIF

SKRIPSI

Oleh

Maris Ahmed Azzurro

NIM. 05040722102

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum
Surabaya

2026



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ Maris Ahmed Azzurro

NIM : 05040722102

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Atas Keracunan Massal
Dalam Program MBG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah
hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maris Ahmed Azzurro
NIM. 05040722102

i



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:
Nama : Maris Ahmed Azzurro

NIM : 05040722102
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Atas Keracunan Massal Dalam
Program MBG

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munagasah skripsi.

Surabaya, 05 Februari 2026
Pembimbing,

/

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.—
NIP. 198611092019031008

il



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama  :Maris Ahmed Azzurro
NIM : 05040722102
Judul : Pertanggungjawaban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

terhadap Pemerintah atas Pelanggaran Tata Kelola Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Hukum Administratif

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis
tanggal 26 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji Il

Penguji

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.I1. Dr. Arif Wijava, S.It., M.Hum.
NIP. 198611092019031008 NIP. 197107192005011003
Penguiji 111 Pengyji [V

v

Dr. Wahid Hadi Purnomo, M.I11. Zainatul Ilmivah, M.H.
NIP/¥)7410252006041002 NIP. 199302152020122020

Surabaya 01 April 2026 Mengesahkan,
w=Svariah dan Hukum

v



[ - KEMENTERIAN AGAMA
\Glﬂ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
‘/J PERPUSTAKAAN

" JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
YA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maris Ahmed Azzurro

NIM : 05040722102

Fakultas/Jurusan  : Syariah dan HukunvHukum

E-mail address  : azzurromarisahmed@gmail.com “

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UJN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi [ Tesis O3 Desertasi [ Lain-lain
yang berjudul :

Pentanggungjawaban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) "X terhadap Pemerintah Atas Pelanggaran Tata

Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Hukum Administratif

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenamya,

Surabaya, 3 April 2026

Penulis

S

(Maris Ahmed Azzurro)



ABSTRAK

Pelibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari dana APBN menempatkan entitas
swasta tersebut sebagai penyelenggara pelayanan publik. Namun, realitas
operasional di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan tata kelola yang
tidak hanya mencederai esensi program, tetapi juga membahayakan keselamatan
gizi siswa dan merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk pelanggaran tata kelola oleh SPPG dan mengonstruksikan
wujud pertanggungjawaban administratifnya berdasarkan perspektif Hukum
Administrasi Negara.

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
sociological jurisprudence guna membedah kesenjangan antara teks normatif (law
in books) dan realitas implementasinya di lapangan (law in action). Data primer
diperoleh melalui observasi dan wawancara di SPPG "X", sedangkan data sekunder
bersumber dari regulasi terkait, khususnya Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional
No. 401.1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Keseluruhan
data kemudian dianalisis menggunakan Teori Kewenangan dan Teori
Pertanggungjawaban Administratif untuk mengukur derajat penyimpangan tata
kelola serta merumuskan konstruksi penegakan hukum administrasinya.

Hasil penelitian membuktikan bahwa deviasi SPPG seperti ketiadaan Sertifikat
Halal, sanitasi buruk (talenan campur), dan manipulasi waktu tunggu makanan
(holding time) ekstrem hingga (7:jam bukanlah wanprestasi kontrak perdata,
melainkan murni maladministrasi publik berupa kesalahan pelayanan (fautes de
service). Sebagai penerima 'mandat pelayanan publik,  SPPG terikat pada
pertanggungjawaban administratif. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki legitimasi
mutlak (bestuursdwang) untuk mengeksekusi sanksi administratif secara
berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda dan penghentian sementara
(schorsing), hingga pemutusan kemitraan (blacklist) sebagai ultimum remedium
guna memulihkan hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah disarankan segera mereformasi
instrumen pengawasan agar difokuskan pada titik kendali kritis produksi di dapur
SPPG (pukul 00.00-05.00 WIB) dan memasukkan klausul sanksi administratif
secara eksplisit dalam kontrak kerja sama. Sementara itu, manajemen SPPG
dituntut untuk segera membenahi infrastruktur keamanan pangan dan mengubah
orientasi bisnis dari sekadar efisiensi kuantitas menjadi kepatuhan mutlak terhadap
standar pelayanan publik.
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